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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pengadaan lampu penerangan jalan PLTS terdiri dari pengadaan 

lampu penerangan jalan umum PLTS berdasarkan hasil 

MUSREMBANG(Musyawarah Perencanaan Pembangunan), kemudian 

dengan jumlah permintaan lampu penerangan jalan yang sudah ditetapkan 

akan ditangani oleh LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) , para 

pihak ketiga menyiapkan dokumen terkait spesifikasi harga dan produk dan 

setelah itu pemenang tender akan menandatangi MOU yang telah disepakati. 

Dari Pajak Penerangan Jalan Kota Kupang seharusnya bisa membiayai 

pengadaan lampu penerangan jalan umum PLTS sebesar 500,53% untuk 

tahun 2009, untuk tahun 2010 sebesar 127,25% , tahun 2011 sebesar 178,30% 

, dan untuk tahun 2012 sebesar 0 %. 

2. Prosedur pemeliharaan lampu penerangan jalan umum PLTS terdiri dari 

Pemerintah memberikan anggaran untuk biaya pemeliharaan yang bersumber 

dari APBD. Pemeliharaan dilakukan selama 6 bulan sekali. Dan petugas akan 

melakukan pencatatan untuk kerusakan lampu penerangan jalan umum PLTS 

untuk dilakukan secara bertahap. Dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

seharusnya bisa membiayai untuk biaya pemeliharaan sebesar 6361% untuk 

tahun 2009 , 6133% untuk tahun 2010 , 5061% untuk tahun 2011 dan 7297% 

untuk tahun 2012. Hambatan-hambatan dalam pemeliharaan lampu 

penerangan jalan umum PLTS terdiri dari minimnya anggaran,kurangnya 
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sumber daya manusia(tenaga teknis) dan sarana prasana(mobil lampu 

peneragan jalan ) 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan umum PLTS di 

Kota Kupang harus dilaksanakan dengan lebih efektif, melalui penambahan 

biaya pemeliharaan. 

2. Prasarana atau alat-alat pendukung misalnya mobil yang digunakan untuk 

memperbaiki lampu yang rusak harus ditambah jumlahnya. 

3.  Pemerintah harus lebih memeperhatikan lampu penerangan jalan umum 

PLTS di Kota Kupang dengan baik agar memberikan kenyamanan kepada 

masyarakat dengan demikian penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan 

meningkat. 
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